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BAB III 
PEMBERIAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM 

3.1 Pengertian Pemberian Dalam Perkawinan 

Setiap akad perkawinan dilaksanakan dengan sempurna dan sah 

dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Di antaranya hak suami istri 

secara bersama, hak istri secara khusus dan hak suami secara khusus 

terhadap istrinya. Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami di 

antaranya adalah  mahar, nafkah (tempat tinggal, dan pakaian), 

pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut’ah), dan adil dalam 

pergaulan(Azzam dan Hawwas 2014, 174). Ditegaskan dalam firman 

Allah SWT: 

                           

                        

        

Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 
yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 
kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak” (QS. an-Nisaa: 19). 
 

Ayat tersebut memberikan petunjuk yag bersifat umum dalam 

pergaulan antara suami dan istri, agar di antara mereka dapat bergaul 

secara makruf(baik). Pergaulan tersebut meliputi fisik, psikis atau 

perasaan, dan ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera 

rumah tangga. Pemberian yang telah diberikan suami kepada istrinya, 

apabila karena sesuatu dan lain hal, mereka berpisah, maka tidak 

seyogianya suami menarik kembali pemberiannya. Perkawinan dalam 

Islam dianjurkan, agar dapat berlangsung abadi, tanpa dibayangi oleh 

perceraian(Rofiq 2015, 148). 
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Jadi dapat disimpulkan pemberian dalam perkawinan adalah 

berupa pemberian wajib yang diberikan oleh suami selama masa 

pernikahan, dimulai saat akad nikah sampai berakhirnya pernikahan. 

Pemberian ini berupa mahar yang diberikan ketika akad nikah, nafkah 

yang diberikan selama ikatan pernikahan dan mut’ah yang diberikan 

ketika telah berakhirnya pernikahan serta hadiah atau hibah yang 

merupakan pemberian saat terjadinya peminangan. 

3.2Dasar Hukum Pemberian dalam Perkawinan 

Pemberian selama masa perkawinan merupakan hak dan 

kewajiban sepasang suami istri. Seseorang yang sanggup untuk 

menikah berarti ia adalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak 

istri atau suaminya. Sebagaimana halnya dengan hak, maka 

kesanggupan itu adakalanya merupakan syarat sahnya akad nikah dan 

adakalanya tidak merupakan syarat sahnya nikah, tergantung kepada 

calon-calon mempelai yang oleh agama di beri hak-hak karena adanya 

ikatan nikah(Mukhtar 1993, 39).  

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan calon mempelai 

pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang 

jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar 

diberikan berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang 

dianjurkan oleh ajaran Islam(Ramulyo 2004, 76). 

Setelah memberikan mahar ketika akad nikah, kewajiban suami 

selanjutnya adalah memberikan nafkah. Nafkah adalah kewajiban 

suami yang harus dipenuhinya terhadap istrinya. Setiap kewajiban 

agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan 

hukum itu tergantung kemampuan subjek hukum untuk memikulnya. 

(Syarifuddin 2009, 172). Berdasarkan firman Allah SWT:  

                  

Artinya: 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
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diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya ” (QS. al-Baqarah: 286). 
 

Selain kewajiban mahar dan nafkah, dalam perkawinan juga 

dikenal mut’ah yaitu pemberian wajib suami setelah terjadinya talak, di 

jelaskan dalam firman Allah SWT: 

                    

Artinya:  
“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi 
orang-orang yang bertakwa ” (QS.al-Baqarah: 241). 

Dalam Undang-undang Perkawinan UU No.1/1974 pasal 80 ayat 

(4) disebutkan: 

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggug: 
a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan 

bagi istr dan anak; 
c. Biaya pendidikan bagi anak. 

 
3.3 Macam-macam Pemberian dalam Perkawinan Menurut Hukum 

Islam 

Adapun hak-hak yang diperoleh istri dan wajib dipenuhi suami 

selama masa pernikahan adalah sebagai berikut:   

A. Mahar  

1. Pengertian Mahar 

Dalam istilah ahli fiqh di samping perkataan “mahar”, juga dipakai 

perkataan “shadaaq”, “nihlah”, dan faridhah”, dalam bahasa Indonesia 

dipakai kata mas kawin. Di zaman Arab Jahiliyah dikenal perkataan 

“shadaaq”dan “mahar”. Shadaaq adalah pemberian yang diberikan oleh 

suami kepada istrinya di waktu datang pertama kali ke rumah istrinya. 

Mahar berarti pemberian yang diberikan oleh calon suami pada orang 

tua calon istrinya karena ingin kawin dengan calon istrinya. Mahar 

berakibat istri berpisah dengan orang tuanya, si istri dibawa oleh suami 
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ke rumahnya. Sedangkan shadaaq hanyalah berakibat istri tetap tinggal 

di rumah orang tuanya(Mukhtar 1993, 80). 

Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa 

Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

mendefinisikan mahar itu dengan pemberian wajib berupa uang atau 

barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika 

dilangsungkan akad nikah(Syarifuddin 2009, 84). 

Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf f dinyatakan mahar 

adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 

wanita, baik  berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan 

para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah.  

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib 

diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat 

menguasai seluruh anggota badannya. Menurut ulama Hanbilah 

mengatakan mahar adalah pengganti dalam pernikahan, baik disebut 

sewaktu akad kerelaan kedua belah pihak, atau ditetapkan oleh hakim 

atau takaran yang hampir sama dengan nikah seperti watha’ subhat 

(hubungan batin antara laki-laki dan perempun tanpa adanya unsur 

kesengajaan)(Ghozali 2014, 85). 

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditetapkan definisi mahar 

adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon 

suami kepada calon istrinya di dalam shigat akad nikah yang 

merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup 

sebagai suami istri. 

2. Dasar Hukum Mahar 

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan 

kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat 

dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, 
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meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan  

istri(Ghozali 2014, 84). 

Pemberian mahar merupakan hal yang wajib sekalipun jumlahnya 

sangat kecil. Dalam beberapa pengecualian, perkawinan tetap sah 

sekalipun jumlah maharnya tidak ditentukan namun ia wajib dan harus 

dibayar segera, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tak akan sah 

tanpa menetapkan suatu mahar. Dalam hal ini jumlah mahar itu 

tergantung pada keadaan pihak suami serta kedudukan istri. Al-Qur’an 

menjelaskan keadaan hal ini mensyaratkan jumlah mahar untuk istri 

tersebut kepada keadaan calon suami(Rahman 1992, 65). Dalam surat 

an-Nisaa juga dijelaskan: 

                       

                       

     

Artinya : 
“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang 
kamu telah memberikan kepada seseorang di anatara mereka harta 
yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya 
barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali kembali 
dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang 
nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. 
Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang 
kuat.” (QS.an-Nisaa: 20-21) 

Adapun ijma’, telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau 

sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. 

Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan 

kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda 

pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab 

bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat (Azzam dan Hawwas 

2014, 177). 

3. Jumlah Mahar 
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Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu juga 

jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan 

tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya 

mempunyai kemampuan memberi mas kawin yang lebih besar 

jumlahnya kepada calon istrinya. Sementara orang  miskin ada yang 

hampir tidak mampu memberinya. Oleh sebab itu terserah kepada 

kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan masing-masing pihak 

yang akan kawin untuk menetapkan jumlahnya(Mukhtar 1993, 82). 

Adapun dalil hadis yang mengatakan tentang kadar jumlah mahar 

adalah sabda Nabi yang berasal dari Sahal bin Sa’ad al-Sa’idi dalam 

suatu kisah panjang dalam bentuk hadis muttafaq alaih: 

هُمَا- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قاَلَ - عَلَْ هِمَا الَلََّ  ُ -لَمَّا تَ زَوَّجَ عَلِيٌّ فاَطِمَةَ  ): قاَلَ - رَضِيَ الَلَّوُ عَن ْ
فأَيَْنَ دِرْعُكَ : قاَلَ . مَا عِنْدِي شَيْءٌ : قاَلَ , لَوُ رَسُولُ الَلَّوِ صلى الله عل و وسلم أعَْطِهَا شَْ ئًا 

وَصَحَّحَوُ اَلْحاَكِمُ , وَالنَّلَائِيُّ , رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ   (? الُحطَمِ َّةُ   
Artinya: 
“Ibnu Abbas berkata: Ketika Ali menikah dengan Fathimah, Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Berikanlah sesuatu 
kepadanya." Ali menjawab: Aku tidak mempunyai apa-apa. Beliau 
bersabda: "Mana baju besi buatan Huthomiyyah milikmu?". Riwayat 
Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim” (Muttafaq 
Alaih). 

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar ulama 

memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada 

batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimalnya 

terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah 

menetapkan batas minimal mahar 10 dirham perak dan bila kurang 

dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar 

mitsil(Syarifuddin 2009, 94). 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar itu paling sedikit 3 

dirham atau seperempat dinar emas, atau bisa dengan barang yang 

sebanding dengan berat emas dan perak tersebut. Imam Syafi’i, Ahmad, 

Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in 



38 
 

 

berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala 

sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat 

dijadikan mahar(Ghozali 2014, 88). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi syarat dalam 

pemberian mahar bagi wanita itu adalah maharnya harus yang bernilai 

atau barang tersebut berharga yang dapat diambil manfaatnya oleh 

istri, dan diketahui bentuk barangnya baik mahar tersebut kecil 

maupun besar dan dapat dilihat dengan jelas dan maharnya itu bukan 

hasil dari rampasan.  

4. Macam-macam Mahar 

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. 

Mahar dari sisi kualifikasi, dapat dibagi dua, mahar yang berasal dari 

benda-benda yang kongkrit seperti dinar, dirham atau emas dan mahar 

dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan membaca al-

Qur’an dan sebagainya. Mahar dari sisi klasifikasi dapat dibagi dalam 

bentuk mahar musamma yaitu mahar yang besarnya disepakati oleh 

kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas 

persetujuan istri dan mahar mitsil yaitu mahar yang jumlahnya tidak 

disebutkan secara eksplisit pada waktu akad nikah biasanya mahar 

seperti ini mengikat kepada mahar yang pernah diberikan kepada 

keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu 

menikah(Nuruddin dan Taringan 2008, 66). 

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:  

a. Mahar Musamma  

Mahar musamma adalah mahar yang ditetapkan bentuk dan 

jumlahnya dalam shigat akad nikah(Mukhtar 1993, 87). Inilah mahar 

yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Suami wajib membayar 

mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang 

disebutkan dalam akad perkawinan itu(Syarifuddin 2009, 89). 
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Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar 

musamma harus diberikan secara penuh apabila: 

1) Telah bercampur (bersenggama) antara suami istri. 

2) Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, hal 

ini disepakati para ulama.  

3) Menurut Imam Abu Hanifah, apabila telah terjadi khalwat, maka 

wajib suami membayar mahar, sedang Imam Syafi’i berpendapat 

bahwa terjadinya khalwat tidak menyebabkan wajib membayar 

mahar.  

Pada asasnya, yang bertanggung jawab membayar mahar itu 

adalah suami, karena ia telah berjanji di waktu akad nikah akan 

membayar kepada istrinya. Apabila suami meninggal dunia dan ia 

belum membayar mahar musamma, maka sebagai hutang, 

pembayarannya diambil dari harta yang ditinggalkannya, sebelum 

harta itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya(Mukhtar 1993, 89). 

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami 

telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan 

sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau 

dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan 

tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar 

setengahnya(Ghozali 2014, 93). Berdasarkan firman Allah SWT dalam 

surat al-Baqarah: 237 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.  

b. Mahar Mitsil (sepadan) 

Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu 

akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang 

diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk 

ini disebut mahar mitsil(Syarifuddin 2009, 89). Mahar mitsil adalah 

yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh 

keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu 

belum lagi ditetapkan bentuknya (Mukhtar 1993, 89). 
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Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar mitsil 

itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya , bibinya dan 

anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, 

kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat 

keberagamannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri 

yang akan menerima mahar tersebut(Syarifuddin 2009, 89) 

Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan: pertama, dalam 

keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau 

jumlahnya. Kedua, suami menyebutkan mahar musamma, namun 

mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar 

tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras. Ketiga, suami 

ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri 

berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat 

diselesaikan(Syarifuddin 2009, 89). 

Beberapa masalah yang berkaitan dengan mahar, KHI 

menjelaskan sebagai berikut: 

Pasal 35 
1) Suami yang mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar 

setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. 
2) Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul, seluruh mahar yang 

ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. 
3) Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar 

belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. 

Pasal 36 
Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti 
dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan uang 
yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. 

 
Pasal 37 
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang 
ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. 

 
Pasal 38 
1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, 

tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa 
syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. 
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2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami 
harus menggatinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama 
penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum 
dibayar. 
 

5. Hilang dan Rusaknya Mahar 

Menurut ulama Hanfiyah bila mahar rusak atau hilang setelah 

diterima oleh istri maka secara hukum suami sudah menyelesaikan 

kewajibannya secara sempurna dan untuk selanjutnya menjadi 

tanggung jawab istri. Apabila mahar itu rusak atau hilang masih di 

tangan suami, maka nilainya menjadi tanggungan suami untuk 

membayarnya. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa mahar sebelum 

suami istri bergaul merupakan kewajiban bersama dalam mengganti 

kerusakan atau kehilangan. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah suami 

bertanggung jawab atas mahar yang belum diserahkan dalam bentuk 

tanggung jawab akad dengan arti bila rusak atau hilang karena 

kelalaian suami  ia wajib menggantinya. Ulama Hanabalah berpendapat 

bahwa mahar yang dinyatakan dalam bentuk yang tertentu dan rusak 

sebelum diterima atau sesudahnya sudah menjadi tanggung jawab istri 

sedangkan bila maar itu dalam bentuk yang tidak jelas dan hilang atau 

rusak sebelum diterimanya, maka menjadi tanggungan 

suami(Syarifuddin 2009, 96-97). 

B. Nafkah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah 

Kata nafkah berasal dari kata انف ق   dalam bahasa Arab secara 

etimologi mengandung arti نقص و قل yang berarti berkurang. Juga 

berarti فنى و ذ هب yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang 

dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya 

menjadi sedikit karena telah dilenyapkanya atau dipergunakannya 

untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan 

perkawinan mengandung arti : “sesuatu yang  dikeluarkannya dari 

hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya 
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menjadi berkurang.” Dengan demikian, nafkah  istri berarti pemberian 

yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa 

perkawinannya(Syarifuddin 2009, 165). 

Menurut Wahbah al-Zuhaili pengertian nafkah secara etimologi 

adalah:  

ما ينفقة ا لإ نلا ن على ع ا لو: و ىي لغة   
Artinya: 
“Secara bahasa, nafkah adalah apa-apa saja yang seorang berikan 
terhadap keluarganya”(al-Zuhaili 2002, 765). 
 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa nafkah adalah kewajiban 

suami untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah 

tanggungannya (istri, anak, orang tua, dan kerabat lainnya).  Sedagkan 

yang dimaksud nafkah istri adalah kewajiban suami mengeluarkan 

biaya untuk istrinya berdasarkan kebutuhan istri seperti makanan, 

pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan, pembantu rumah tangga 

serta hal-hal yang dibtuhkan oleh istri dalam menjalankan 

kehidupannya. Hal ini harus sesuai dengan kemampuan suami 

berdasarkan ketentuan syara’.  

Ketentuan wajibnya seorang suami memberikan nafkah pada 

istrinya setelah berlansung akad nikah, terdapat dalam firman Allah 

SWT: 

                          

        

Artinya : 
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan” (QS.at-Thalaq : 7). 
 

Selain itu juga dijelaskan dalam firman Allah SWT:  
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Artinya: 

“Dan kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk 
istrinya. Seseorang tidak dibebankan kecuali semampunya, seorang ibu 
tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah 
tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.”(QS.al-Baqarah: 233) 

 
Dalam pada itu para ahli fiqih berpendapat, bahwa wajib suami 

memberi nafkah istri-istri mereka menurut yang patut, dan tidak 

seorangpun di antara mereka mengingkarinya(Mukhtar 1993, 131). 

Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang 

harus diberikan sebagai nafkah pada masa ketika menuliskannya. Hal 

hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras 

dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka(Rahman 1992, 

129). 

Menurut mazhab Maliki dan Syafi’i, jika suami menolak atau 

mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, maka istri berhak 

menuntut cerai, tetapi dalam mazhab Hanafi, ketidakmampuan ataupun 

pengabaian nafkah itu bukan merupakan alasan yang cukup untuk 

bercerai. Seorang istri berhak menuntut suaminya agar membawanya 

berpergian bersama, atau memberinya nafkah, selama waktu ketiadaan 

suami, sejumlah uang belanja sebelum dia pergi atau dikirim dari 

perantauannya, atau memberi kuasa kepada orang yang dipercayai agar 

menafkahi istrinya(Rahman 1992, 131). 

Sementara itu dalam Undang-undang Perkawinan juga diatur 

mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. 

Pasal 34 
1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

 
Pasal 80 KHI 
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1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan 
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang pentingp-penting 
di putuskan oleh suami istri bersama. 

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan 
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 
a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan 

bagi istri dan anak. 
c. Biaya pendidikan bagi anak. 

5) Kewajiban suami terahadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) 
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesuadah ada tamkin dari 
istrinya. 

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri 
nusyuz. 
 

2. Kadar Nafkah 

Tidak terdapat suatu nash pun yang menerangkan ukuran 

minumum dan maksimum dari nafkah yang harus diberikan suami 

kepada istrinya. al-Qur’an dan hadits hanya menerangkan secara umum 

saja, yaitu orang yang kaya memberi nafkah sesuai dengan 

kekayaannya, orang yang pertengahan dan orang yang miskin memberi 

nafkah sesuai dengan kemampuannya pula(Mukhtar 1993, 133).  

Jika suami bakhil, tidak memberikan kepada istrinya dengan 

secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang 

benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya 

untuk keperluan makan, pakaian dan perumahan, maka hakim boleh 

memutuskan berapa jumlah nafkah yang  berhak diterima istri serta 

mengharuskan kepada suami untuk membayarnya. Istri berhak 

mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik, guna 

mencukupi keperluannya, sekalipun tidak setahu suaminya. Karena 

dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi 
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hak istrinya. Bagi orang yang berhak boleh mengambil haknya sendiri 

jika ia dapat melakukannya(Sabiq 1982, 70). 

Dalam keadaan ini menjadi perbincangan di kalangan ulama 

tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran 

penetapan nafkah. Karena terdapat tiga pendapat: Pertama, pendapat 

Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam 

menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara 

bersama-sama(Syarifuddin 2009, 170). Kedua, pendapat Imam Abu  

Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa yang dijadikan standar 

adalah kebutuhan istri dan kemampuan suami, alasannya adalah surat 

at-Thalaq ayat 7 dan surat al-Baqarah ayat 233 yang terdapat pada 

pembahasan sebelumnya(Sabiq 1982, 72). Ketiga, golongan Syafi’i 

berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri 

bukan diukur dengan jumlah kebutuhan tetapi hal ini hanya 

berdasarkan syara’. Walaupun golongan Syafi’i sependapat dengan 

golongan Hanafi yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya 

keadaan si suami, bagi suami yang kaya ditetapakan kewajiban nafkah 

setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin ditetapkan satu hari satu 

mud dan bagi yang sedang satu setengah mud. Alasannya adalah surat 

at-Thalaq ayat 7. (Sabiq 1982, 73) 

3. Sebab dan Syarat Berhak Menerima Nafkah 

Akad nikah sah yang telah dilakukan oleh suami istri 

menyebabkan istri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan telah 

haram dikawini oleh orang lain. Ikatan tersebut menyebabkan istri, 

berhak mendapat nafkah dari orang yang mengikatnya, yaitu 

suaminya(Mukhtar 1993, 131). Hali ni sesuai dengan kaidah yang 

berbunyi:  

 من حبس لنفع غيره كا نت نفقتو على من حبس لآ جلو
Artinya:  
“Orang yang telah mengikat dirinya untuk kemanfaatan orang lain, 
nafkahnya ditanggung oleh orang yang mengikat itu.” 
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Senada dengan pendapat golongan Dhahiri juga berpendapat 

bahwa adanya ikatan suami istri sendirilah yang menjadi sebab 

diperolehnya nafkah. Jadi selama ada ikatan suami istri selama itu pula 

ada hak nafkah. Pendapat ini mereka dasarkan kepada hak nafkah bagi 

istri-istri yang masih di bawah umur atau istri yang berbuat nusyuz, 

tanpa melihat syarat-syarat sebagaimana dikatakan oleh mazhab 

lain(Sabiq 1982, 69). 

Sementara jumhur ulama termasuk ulama Syi’ah Imamiyah 

berpendapat bahwa nafkah itu diberikan sejak dimulainya kehidupan 

rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, 

untuk menggaulinya, yang dalam fikih disebut tamkin. Dengan semata 

terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. 

Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah istri 

belum melakukan tamkin, karena keadaannya ia belum berhak 

menerima nafkah(Syarifuddin 2009, 168). 

Berdasarkan sebab-sebab terjadinya nafkah, maka istri berhak 

menerima nafkah apabila telah ada syarat-syarat berikut:  

a. Telah terjadi akad nikah yang sah. Apabila akad nikah masih 

diragu-ragukan kesahannya, maka istri tidak berhak menerima 

nafkah. 

b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maksudnya istri 

tekah bersedia menerima dan melaksanakan kewajiban sebagai 

seorang istri dan bersedia memenuhi hak-hak suaminya, seperti 

bersedia mengurus rumah tangga, melayani dan sebagainya, sesuai 

dengan ketentuan agama. 

c. Istri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya.  

d. Istri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai 

suami istri(Mukhtar 1993, 131-132). 
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4. Gugurnya Kewajiban Nafkah 

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya atau nusyuz,  

menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa 

nusyuz-nya itu. Alasan jumhur adalah bahwa nafkah yang diterima istri 

merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada 

suami(Syarifuddin 2009, 174). 

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak 

gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu 

diwajibkan atas dasar akad nikah bukan atas dasar ketaatan. Bila suatu 

saat ia nusyuzmaka hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat 

tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah:  

                    

             

Artinya:  
“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha 
Tinggi lagi Maha besar.”(QS.an-Nisa: 34) 

 
Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan 

nafkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau 

digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur 

ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari 

suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, 

bahkan boleh memilih pembatalan perkawinan atau fasakh. Sementara 

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima 

nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri 

dan tidak boleh menolak permintaan suami untu digauli (Syarifuddin 

2009, 174). 
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C. Mut’ah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mut’ah 

Kata mut’ah dengan dhammah mim (mut’ah) atau kasrah (mit’ah) 

akar kata dari al-Mata’, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya 

materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari 

kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa 

syarat(Azzam dan Hawwas 2014, 207). Mut’ah dapat juga dikatakan 

sebagai pemberian suami kepada kepada istri yang diceraikannya 

sebagai kompensasi(Syarifuddin 2009, 301). 

Mut’ahmenurut pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam adalah 

“Pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda 

dan uang lainnya.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mut’ah 

adalah sesuatu (uang, barang, dsb) yang diberikan suami kepada istri 

yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas 

istrinya.Mazhab Maliki mengartikannya sebagai kebaikan untuk 

perempuan yang diceraikannya ketika terjadi percerian dalam kadar 

sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta suami (az-Zuhaili 

2011, 473). 

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya mut’ah adalah pemberian 

mantan suami kepada mantan istri baik berupa uang atau barang 

sebagai penghibur bagi mantan istri yang telah diceraikan dengan talak. 

Tidak banyak ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang mut’ah 

diantaranya, al-Qur’an surah al-Baqarah: 236 

                        

                      

Artinya: 
“ Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah 
kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang 
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut 
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kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang 
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan.”(QS. al-Baqarah: 236) 

 
Pendapat yang paling tepat menurut Abu Ja’far ah-Thabari adalah 

yang mengatakan bahwa setiap istri yang dicerai suaminya berhak 

mendapatkan mut’ah. Karena Allah telah befirman “walilmuthallaqati 

mata’un bil ma’ruf haqqan alal muttaqin.” Allah menjadikan mut’ah bagi 

hak istri yang diceraikan suaminya, tidak terbatas pada istri tertentu 

saja, dan siapapun tidak berhak mengalihkan hukum yang zhahir ini 

kepada yang bathin kecuali dengan alasan yang benar. Menurutnya 

mut’ah bagi wanita yang diceraikan suaminya adalah hak dan 

kewajiban, hak bagi istri dan kewajiban bagi suami, seperti mahar dan 

hutang yang harus dibayar.  

Menurut Mazhab Maliki, sesungguhnya mut’ah disunnahkan 

untuk setiap perempuan yang ditalak. Sesungguhnya Allah SWT 

mengikat perintah untuk memberikan mut’ah dengan ketaqwaan dan 

kebaikan. Sedangkan kewajiban tidak terikat dengan kedua perkara ini. 

Menurut mazhab ini, ada tiga jenis perempuan yang ditalak; perempuan 

yang ditalak sebelum digauli dan sebelum ditentukan mahar 

(perempuan mufawwidah) memiliki hak mut’ah dan tidak memiliki hak 

mahar. Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan 

mahat maupun setelahnya, memiliki hak mut’ah. Tidak ada hak mut’ah 

pada setiap perpisahan yang dipilih oleh perempuan, seperti 

perempuan yang terkena penyakit gila, kista, lepra, juga pada 

perpisahan akibat pembatalan, ataupun akibat khulu’ atau li’an(az-

Zuhaili 2011, 286). 

Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: 

a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da ad-dukhul 

b. Perceraian itu atas kehendak suami. 
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Mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut 

pada pasal 158. Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatuhan dan 

kemampuan suami sesuai dengan pasal 160 KHI(Ramulyo 2004, 164). 

2. Ukuran Mut’ah 

Ukuran mut’ah tidak diterangkan dalam syara’, mut’ah berada di 

antara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan 

kepada hakim sebagaimana hal-hal yang memerlukan ijtihad. Ulama 

Hanafiyah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa mut’ah mempunyai 

ukuran yang ditentukan yaitu tiga helai pakaian; baju kurung, kerudung 

dan rangkapan. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mut’ah tidak 

memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 

dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsil 

dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar mitsil(Azzam dan 

Hawwas 2014, 211). 

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa mut’ah yang paling tinggi 

diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling 

rendah diberi pakaian untuk shalat yaitu baju kurung dan kerudung. 

Menurut mazhab Maliki dan Hambali, mut’ah dilihat dari kondisi kaya 

dan miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan 

orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya(az-Zuhaili 2011, 289). 

Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syafi’iyah, pendapat 

Abu Yusuf dari Ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh 

Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang mut’ah 

hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, 

kaya atau miskin(Azzam dan Hawwas 2014, 212). 

D. Hibah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah 

Hibah adalah pemberian berupa uang, barang, jasa, dll yang 

dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam 

perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hibah mengharapkan 
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adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik atau kekuasaan. 

Dalam hubungan manusia, memberikan sesuatu yang bermanfaat 

berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial. (Wikipedia 2018). 

Hibah diambil dari kata hubuub ariih yang berarti hembusan 

angin. Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian 

sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta 

maupun lainnya. Menurut istilah syari’at hibah adalah akad yang 

substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan 

kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa 

imbalan(Sabiq 2015, 547). 

Dalam bukunya Fiqh Muamalah Hendi Suhendi menjelaskan, 

macam-macam hibah agar definisi hibah dapat dipahami dengan jelas, 

yaitu: 

a. al-Hibah, adalah pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki 

zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan). 

b. Hadiah, adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa adanya 

penggantian dengan maksud memuliakan. 

c. Shadaqah, adalah pemberian zat benda dari seseorang kepada yang 

lain tanpa penggantian, dan hal ini dilakukan karena ingin 

memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah yang Maha Kuasa. 

d. Whasiat, yakni pemberian seseorang kepada yang lain yang 

diakadkan ketika hidup dan diberikan ketika yang mewasiatkan 

meninggal dunia (Suhendi 2014, 210-211). 

Allah menetapkan hibah lantaran dalam hibah terkandung nilai 

penyadaran hati dan penguatan jalinan kasih sayang di antara 

manusia.Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: 

“Hendaknya kalian saling memberi hadiah niscaya kalian saling 
mengasihi.” 
2. Rukun dan Syarat Hadiah  

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, 

yaitu: 
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a. Orang yang menghibahkan (al-Wahib) 

Syarat menjadi al-Wahib diantaranya memiliki sesuatu yang 

dihibahkan, orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum, 

penghibah adalah orang dewasa, berakal dan cerdas, serta 

penghibah tidak dipaksa untuk member hibah (Ghazaly, Ihsan and 

Shidiq 2012, 161). 

b. Harta yang dihibahkan (al-Mauhub) 

Syarat benda yang bias dihibahkan adalah benda itu memiliki 

manfaat, benda itu bernilai tinggi dan yang paling penting benda itu 

adalah milik al-Wahib. 

c. Lafal hibah 

Hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Kabul, yaitu 

ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta 

tanpa imbalan.Pihak yang member hibah mengucapkan “aku 

hibahkan kepada mu”, atau aku hadiahkan kepadamu”, atau aku 

memberikan kepadamu.”Kemudian pihak yang menerimanya 

mengucapkan “aku terima.” 

d. Orang yang menerima hibah (mauhub lahu) 

Tekait pihak yang menerima hibah syaratnya, penerima hibah 

harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hibah, atau 

diberikan melalui walinya apabila ia berhalangan (Sabiq 2015, 551). 

3. Mencabut Pemberian 

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik 

hadiah, sadaqah, hibbah maupun washiyyat.Oleh karena itu para ulama 

menganggap permintaan barang yang sudah dihadiahkan dianggap 

sebagai perbuatan yang buruk sekali.Kecuali jika hibah itu adalah dari 

orang tua kepada anaknya, maka orang tua boleh menarik kembali 

hibah yang telah diberikan kepada anaknya (Sabiq 2015, 560). Ini 

sesuai dengan hadis yang diriwayatkan para imam penulis as-Sunnah 

dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW, bersabda: 
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لايحل لرجل أن يعطي عط ة أو يهب ىبة فيرجع ف ها : عن ابن عمروابنعباس عن النبي قال
...إلاالوالدف مايعطي ولده  

Artinya: 

“Tidak boleh seseorang memberikan suatu pemberian atau 
menghibahkan suatu hibah lantas ia menariknya kembali kecuali bapak 
terkait apa yang diberikannya kepada anaknya"(HR. Abu Daud, Nasai, 
Ibnu Majah, dan Tirmidzi).  
 

Jadi sangat sudah jelas bahwa hibah atau pemberian yang lainnya 

yang sudah diberikan kepada orang lain haram hukumnya diminta 

kembali. Meskipun dalam kondisi dan keadaan apapun, sekalipun 

pemberian itu diberikan kepada saudara atau suami istri, kecuali jika 

pemberian itu dari seorang ayah kepada anaknya. Kebolehan seorang 

ayah meminta kembal pemberiannya karena ia lebih berhak menjaga 

kemaslahatan anaknya.  

4. Pemberian dalam Khitbah 

Pada saat peminangan terdapat beragam kebiasaan di kalangan 

masayarakat, contohnya calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu 

pemberian seperti perhiasan atau cendramata lainnya sebagai bukti 

kesungguhannya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. 

Akibat yang timbul dari pemberian ini berbeda dengan pemberian 

dalam bentuk mahar. Apabila peminangan berlanjut ke jenjang 

perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika 

pemberian dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang 

perkawinan, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu, agar 

tidak menimbulkan dampak negatif dalam hubungan 

persaudaraan.Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, mahar 

adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. 

Sementara pemberian yang diberikan ketika pertunangan ini termasuk 

dalam persoalan hibah (Rofiq 2013, 84). 

Mengenai masalah ini para ulama berbeda pendapat, menurut 

Mazhab Syafi’I benda-benda tunangan yang telah diterima pihak wanita 
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sebagai pemberian pihak pria adalah hadiah, karenanya wajib untuk 

dikembalikan.Bila benda tunangan tersebut masih utuh maka yang 

dikembalikan adalah benda itu juga, tapi bila benda tunangan itu sudah 

rusak atau hilang, maka pihak wanita wajib menggantinya dengan 

benda yang seharga dengan benda tunangan tersebut.Kewajiban 

pengembalian ini berlaku apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik 

atas permintaan pihak laki-laki ataupun pihak wanita (Suhendi 2014, 

217). 

Mahzhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk 

mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya kepada 

tunangannya jika memang barang yang diberikannya bernilai tinggi dan 

tidak berubah dari aslinya sejak diberikan, seperti cincin, kalung, dan 

jam tangan.Jika hadiah yang diberikan hilang, sudah dijual, berupa 

makanan yang sudah dikonsumsi atau kain yang telah dijahit menjadi 

baju maka hadiah tersebut tidak boleh diminta kembali. Sementara 

ulama Mazhab Maliki berpendapat lain. Mereka membedakan antara 

pembatalan pernikahan dari pihak laki-laki dan perempuan. Jika 

pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta 

kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Tetapi 

apabila yang membatalkan adalah pihak perempuan, maka laki-laki 

berhak meminta kembali semua hadiah yang diberikan. Sehingga dalam 

hal ini pihak perempuan berkewajiban untuk mengembalikannya atau 

menggantinya bila  barang itu rusak. Kecuali bila bentuk pemberian 

hadiah tersebut merupakan suatu tradisi atau syarat yang harus 

dilaksanakan (Sabiq 2011, 238). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan segala bentuk 

pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam masa 

pertunangannya dikategorikan kepada hadiah.Ketika calon suami 

memberikan hadiah kepada calon istri, latar belakang terbesarnya 

adalah karena beliau berharap hubungan mereka bisa dilanjutkan 
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sampai ke jenjang pernikahan.Pemberian oleh calon suami ini boleh 

diminta kembali, karena ini murni hak pemberi hadiah.Sebab lamaran 

merupakan pengantar pernikahan.Sehingga status khitbah hanya 

sebatas janji dan bukan akad yang mengikat.Karena itu membatalkan 

akad nikah setelah khitbah merupakan hak masing-masing calon 

pasangan. 

3.4 Tujuan Pemberian dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani 

hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat 

menghindari terputusnya garis keturunan. Di samping itu diri para 

perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang 

menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga 

dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, 

sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti 

inilah yang akan mendapatkan ridha dari Allah dan diinginkan Islam 

(Sabiq 2015, 197).Mahar merupakan pemberian pertama seorang 

suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. 

Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa 

kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa 

perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan 

pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk 

menghadapi kewajiban juga bertujuan sebagai bukti cinta dan 

kesungguhan seorang calon suami ingin menghalalkan calon istrinya. 

Memberikan mahar juga merupakan sebuah usaha memperhatikan dan 

menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk 

memegang urusannya. 

Dalam pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih 

sayang di antara suami istri. Setiap manusia membutuhkan teman 

pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan 

duka(Mardani 2016, 29). Dengan adanya akad nikah maka timbul 
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akibat hukum dari perbuatan itu di antaranya adalah adanya kewajiban 

suami dan istri. 

Syari’at mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain 

karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang 

berkaitan erat dengan suaminyadan terkait dengan hak suaminya 

lantaran suami berhak menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib 

mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, dan mendidik anak-anaknya. 

Suami juga terikat pada kewajiban yaitu memenuhi kebutuhan istrinya 

dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami 

istri antara keduanya(Sabiq, 2015, 429). 

 

 

 


